
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 29 fAHUN 2010 

TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS PEL.AKSANAAN DAN PENGENDAUAN KEGIATAN 
PEMt:.RINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 

WALIKOTA MOJOKE:RTO, 

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan 
akuntabilitas penqelolaan keuangan. serta efektifitas pelaksanaan 
kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan peraturan 
Walikota Mojokerto tcntang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan 
Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kola Mojokerto 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Kota Kecil Dalam L.ingkungan f.Jropinsi Jawa Timur/Jawa l engah/ 
Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 
Nomor 17 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembcntukan Kota-kota besar 
dan Kola-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551 ); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 1 ambahan L.embaran 
Negara Nomor 3833): 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neqara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4287): 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

6. Undang--Undang Nornor 15 Tahun 2004 tcntang Pemenksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4855); 

8. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang rengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan remerintah Kota 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593), sebagaimana diubah 
dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4855); 

15. Peraturan Pemerintah Nemer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5135); 

16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006; 

17. Pera tu ran Presidcn Norn or 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 
Pemcrintah dengan Sadan Usaha dalam penyediaan lnfrastruktur; 

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201 O tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah ; 

19. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pclaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Oalam 
Negeri; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Penqelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 rahun 2007 
tentang perubahan pertama Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman rengelolaan Keuangan Daerah; 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

23. Peraturan Oaerah Kota Mojokerta Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pedaman Pengelalaan Keuangan sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Daerah Kata Majokerto Nomor 5 Tahun 2009; 

24. Peraturan Daerah Kata Mojakerto Nomar 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kola Mojokerta. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KE:GIATAN 
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Mojokerto. 

2. Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata 
Mojokerto. 

4. Walikota adalah Walikata Mojakerto. 

5. Sekretaris Daerah Kata adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerta. 

6. Badan Perencanaan Pcmbangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan 
Kota Majakerto. 

7. lnspektorat adalah lnspektorat Kota Mojokerto. 

8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kata Mojokerto. 

9. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kata Majokerto. 

10. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kata Mojokerto. 

11. Bagian Umum adalah l:3agian Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. 
12. Bagian Organisasi dan Tata Laksana adalah Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

Sekretariat Daerah Kota Majokerta. 

13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dacrah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah. 
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14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mcliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mojokerto dan Propinsi Jawa Timur 
dan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Kota dan OPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPO adalah perangkat 
daerah pada Pemerintah Kola selaku Pengguna Anggaran, meliputi Sadan I Oinas I 
Sekretariat Daerah I Sekretariat DPRD I Kantor I Kecamatan I Rumah Sakit Urnum 
Dae rah. 

17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKO 
adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel selaku Pengguna 
Anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

1 B. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya 
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBO dan bertindak sebagai Bendahara Umum Oaerah. 

19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD sebagai 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan 
fungsi SKPlJ yang dipimpinnya. 

21. Pengelola Ba rang adalah Sekretaris Oaerah Kota, Kola Mojokerto. 

22. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang penggunaan barang milik daerah. 

23. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang unluk 
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya. 

24. Penyimpan dan Pengurus Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk 
menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang inventaris serta mengurus 
barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

25. Kuasa rengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPO yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPO. 

27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang 
ditetapkan oleh PA, atau KPA pada Sekretariat Daerah, sebagai pemilik pekerjaan 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah 
pejabat yang diangkat oleh PA, atau KPA pada Sekretariat Oaerah, untuk 
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

29. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian 
dari pencapaian sasaran terukur pada Program tersebut dan terdin dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk 
peralatan dan tckhnologi, dana. atau kongsi dari beberapa atau kesemua jenis 
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasdkan keluaran 
(output) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas 
anggaran yang tersedia. 
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30. Paket Pekerjaan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai 
rangkaian kegiatan terukur yang memberikan keluaran (output) berupa barang/jasa 
dan/atau tujuan lainnya, dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang 
merupakan penunjang berjalannya kegiatan. 

31. Pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota adalah kegiatan pengadaan barang/jasa 
yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola 
maupun oleh penyedia barang/jasa 

32. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi 
yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang barang/jasa. 

33. Panitia Pengadaan adalah Tim yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan 
pemilihan pengadaan barang/jasa 

34. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadan 
Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PA,/KPA untuk melaksanakan pengadaan 
barang/jasa. 

35. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/ pejabat yang 
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 

36. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya ; 

37. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak 
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang ; 

38. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

39. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian 
tertentu diberbagai bidang keilmuan membutuhkan keahlian tertentu diberbaqai 
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 

40. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 
segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, 
pelaksanaan Pckerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang 

41. lndustri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, 
gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu kreatifitas, gagasan orisinal, 
keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta 
lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan 
daya cipta; 

42. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari 
pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan 
Barang/Jasa 

43. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan. 
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh penanggung jawab anggaran, instansi 
pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat 

44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 
perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia 
Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. 

45. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat 
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para 
pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. 

46. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penycdia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh scmua 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 



- 6 - 

47. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi 
untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu 
melaksanakan diyakmi terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. 

48. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 

49. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi 
untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 

50. Seleksi Um um adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk 
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang 
memenuhi syarat. 

51. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk 
Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 

52. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan 
gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak 
dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

53. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan 
Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang 
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Saluan. 

54. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan 
cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. 

55. Pengadaan L.angsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada 
Penycdia Barang/.Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung. 

56. Serah Tcrima Tingkat Pertama (STT-1) adalah batas waktu penyelesaian pekerjaan 
yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang tertuang dalam kontrak. 

57. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan 
usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro scbagaimana dimaksud dalam 
undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

58. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 
dilakukan oleh orang perscorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah . 

59. Surat Jami nan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang 
bersifat mudah dicairkan dan tidak bcrsyarat (unconditional), yang dikeluarkan 
oleh Bank Umum/perusahaan penjaminan/pcrusahaan asuransi yang diserahkan 
oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP/Panitia Pengadaan untuk 
menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. 

60. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan terlaksananya Belanja 
Langsung. 

61. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri 
maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mernpunvai hak, kewajiban 
dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang 
dituangkan dalam perjanjian tertulis. 

62. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 
pelaksanaan Kegiatan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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63. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran adalah proses pengindentifikasian masalah, 
analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional 
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, 
kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan dacrah. 

64. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk 
menjamin agar sesuatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan 

65. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana 
pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul 
dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

66. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), 
keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Maksud dibcrlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur sistem dan 
prosedur pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang sebagian atau seluruhnya 
dibiayai oleh APBD dan/atau yang berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur 
maupun APBN. 

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah agar keseluruhan kegiatan 
yang dilaksanakan secara kuantitas dan kualitas keluaran sesuai dengan rencana 
dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini adalah untuk :. 

(1) Belanja langsung yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada 
APBD dan/atau yang berasal dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun APBN. 

(2) Pengendalian kegiatan yang meliputi pengendalian penyusunan rencana kegiatan, 
pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan, sistem dan prosedur 
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan. 

BAB II 

ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN 

Pasal4 

( 1) Kegiatan pad a SKPD dilaksanakan oleh person ii pengelola kegiatan yaitu sebagai 
berikut : 
a. Pengguna Anggaran (PA) : 
b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 
e. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD); 
f. Bendahara Pengeluaran; 
g. Unit Layanan Pengadaan (Ulf-l)/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan; 
h. Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ; 
1. Penyimpan dan Pengurus Barang ; 

Tim Pendukung lainnya ; 
k Tim Teknis. 
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(2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, dan bertanggungjawab 
terhadap atas kegiatan pada SKPD yang dipimpinnya. 

(3) Pada Sekretariat Daerah PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA 
untuk melaksanakan tugas-tugasnya, yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. 

(4) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf c, 
adalah pejabat yang ditetapkan olch PA, atau KPA sebagai pemilik pekerjaan yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

(5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Pejabat struktural atau 
Staf pada SKPD yang menurut pertimbangan PA atau KPA dianggap mampu untuk 
melaksanakan tugas-tugas PPTK. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
PPTK merupakan salah satu Tim Pendukung, yang bertugas membantu PPK. 

(6) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dianqkat selaku PPK sepanjang 
memenuhi persyaratan yang ditentukan; 

(7) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah Pejabat 
Fungsional yang bertugas melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

(8) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah 
Pejabat Fungsional pada SKPD yang bertugas melaksanakan funqsi 
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. 

(9) ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah unit 
organisasi atau seorang pejabat fungsional yang telah memenuhi syarat tertentu, 
untuk melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa. 

(10)Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pckcrjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf h, adalah Panitia/ pcjabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas 
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan 

(11) Penyimpan dan pengurus barang sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf i, 
adalah Pegawai Ncgeri Sipil yang diserahi tugas oleh Kepala SKPD untuk 
menerima, menyimpan dan menyalurkan serta mengurus barang milik daerah 
pada tempatnya bertugas; 

(12) PPK, PPTK, PPK-SKPD, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Has1I 
Pekerjaan, Penyimpan dan pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ). bertanggung jawab kepada PA, atau KPA; 

(13) Tim Pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah Tim 
yang ditetapkan oleh PA/KPA atau pejabat yang berwenang untuk membantu 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tim pendukung antara lain PPTK, konsultan 
perencana, direksi lapangan, konsultan pengawas, Tim Pelaksana Swakelola dan 
lain-lain. 

(14) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah Tim yang 
ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu PA/KPA dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. Tim teknis antara lain tim uji coba, pejabat/ panitia peneliti kontrak 
dan lain-lain. 

(15) Tim-tim yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang 
anggotanya berasal dari luar SKPD yang bersangkutan. ditetapkan dengan 
keputusan Walikota. 

Pasal5 

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas · 

a. Menyusun RKA-SKPD; 

b. Menyusun DPA-SKPD; 

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 
belanja; 
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d. Melaksanakan anggaran SKPD; 

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas 
anggaran yang telah ditetapkan: 

g. Menandatangani SPM; 

h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang 
dipimpinnya; 

1. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya; 

J Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpmnya; 
k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya: 
I. Melaksanakan tugas-tugas PA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 

oleh Walikota; 

m. Bertanggung jawab alas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui 
Sekretaris Dae rah Kota; 

(2) Disamping tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) PA memiliki tugas dan 
kewenangan sebagai berikut: 
a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 
b. mengumumkan sccara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di 

website Pemerintah Kota Mojokerto; 
c.. menetapkan PPK; 
d. menetapkan Pejabat Pengadaan; 
e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 
f. menetapkan: 

1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan 
Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah); atau 

2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan 
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai 
diatas Rp10.000 000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

g. mengawasi pelaksanaan anggaran; 
h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
1. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Panitia 

Pengadaan/Pejabat Pengadaan. dalam hal terjadi perbedaan pendapat;dan 
Dokumen J. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh 

Pengadaan Barang/Jasa. 

(3) Selain tugas pokok dan kewcnangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
dalam hal diperlukan. PA dapat: 

a. menetapkan tim teknis; dan/atau 

b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui 
Sayembara/Kontes. 

(4) PA pada Sekretariat Daerah dapat melimpahkan seluruh tugas dan kewenangan 
pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Kepala Bagian selaku KPA. 

(5) Pelimpahan seluruh tugas dan kewenangan PA pada Sekretariat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan tanpa mengurangi kewenangan 
Sekretaris Daerah Kota selaku PA untuk melakukan pengawasan pelaksanaan 
tugas-tugas oleh Kepala Bagian selaku KPA. 
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Pasal6 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, PA atau KPA menetapkan 
PPK. 

(2) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki integritas ; 

b. Memiliki disiplin tinggi; 

c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis scrta manajerial untuk 
melaksanakan tugas ; 

d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam 
sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN ; 

e. Menandatangani Pakta lntegritas ; 

f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan. antara lain PA/KPA, PPK-SKPD 
dan Bendahara. 

(3) Persyaratan PPK sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai Tahun 2012 wajib memiliki 
sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: 

a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S 1) dengan bidang 
keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; 

b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibal secara aktif dalam 
kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan 

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap 
tugas/pekcrjaannya. 

(5) Tugas pokok dan kewenangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), sebagai 
berikut: 

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 

3) rancangan Kontrak. 

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 

c. menandatangani Kontrak; 

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada 
PA/KPA; 

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA 
dengan Berita Acara Penyerahan; 

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan 
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

(6) Dalam hal diperlukan, PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). dapat 
melakukan: 

a. mengusulkan kepada PA/KPA: 

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 

2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 
b. mengusulkan tim pendukung untuk ditetapkan PAIKPA; 
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c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) 
untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan 

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penvedra 
Barang/Jasa. 

(7) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengadakan ikatan perjanjian 
atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia 
anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan 
dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari 
APBN/APBD; 

(8) PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan berjalannya 
fungsi atas hasil pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. 

(9) Dalam satu rekening kegiatan tidak diperbolehkan terdapat lebih dari 1 (satu) PPK, 
untuk menghindari pertentangan kepentingan dan tanggung jawab. 

Pasal 7 
(1) PA atau KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menetapkan 

personil pengelola kegiatan selaku PPTK. 

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) bertanggung jawab alas pelaksanaan 
tugasnya kepada PA atau KPA. 

(3) PPTK mempunyai tugas mencakup: 

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; 
dan 

d. Mem PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

(4) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup 
dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan 
persyarata n pembaya ran. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPTK dapat 
berkoordinasi dengan SKPD lain yang terkait. 

(6) lJalam satu rekening kegiatan tidak diperbolehkan terdapat lebih dari 1 (satu) PPTK, 
untuk menghindari pertentangan kepentingan dan tanggung jawab. 

Pasal 8 
(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalarn DPA-SKPD, kepala SKPD 

mengangkat pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD sebagai PPK-SKPD 

(2) Pada Sekretariat Daerah, PPK-SKPD diusulkan oleh masing-masing Kepala Bagian 
kepada Sekretaris Daerah Selaku PA untuk ditetapkan sebagai PPK-SKPD 

(3) Kewenangan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilimpahkan kepada Kepala Bagian selaku KPA 

(4) PPK-SKPD sebagai pclaksana fungsi tata usaha keuangan pada SKPD harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikul : 

a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); 

b. Diutamakan bagi PNS yang memiliki kompetensi yang cukup di bidang penata 
usahaan keuangan daerah yang dibuktikan dengan sertifikat kursus 
kebendaharaan daerah; 

c. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam 
tug as. 

melaksanakan 
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(5) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS beserta Surat Setoran Pajak (SSP) PPn/PPh yang 
telah diisi dengan jumlah PPn/PPh sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan yang berlaku. untuk pengadaan barang dan jasa yang disampaikan 
oleh bendahara pengeluaran dan disiapkan serta disetujui oleh PPTK; 

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaJi dan 
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, 

c. Melakukan verifikasi SPP; 

d. Menyiapkan SPM; 

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan ; 

f. Melaksanakan akutansi SKPD ; dan 

g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

(6) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan 
pemungutan penerimaan daerah, bendahara, PPK, dan/atau PPTK. 

Pasal 9 

(1) Walikota atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan 
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPO. 

(2) E3endahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
fungsional. 

(3) Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang 
melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau 
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka 
rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 
lainnya atas nama pribadi. 

(4) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 
pembantu bendahara pengcluaran yang berfungsi sebagai kasir, pembuat dokumen 
pengeluaran uang atau pengurusan qaji ; 

(5) Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugasnya kepada PPKO selaku BUD. 

Pasal 10 

(1) Pemerintah Kota akan membentuk ULP yang dapat membenkan 
pelayanan/pernbinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa, paling lambat pada tahun 
anggaran 2014; 

(2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan 
kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

(3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), memiliki 
persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebaqarrnana 
persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP 

(4) Pernilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP, dilakukan oleh Kelompok Kerja; 

(5) Keanggotaan ULP/Panitia Pengadaan. wajib ditetapkan untuk : 

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/.Jasa lainnya dcngan nilai diatas 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 
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(6) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) 
orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 

(7) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibantu oleh tim 
atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer). 

(8) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai 
paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh 
ULP/Panitia Pengadaan atau 1 (satu) orang Pejabat Pcngadaan. 

(9) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan atau 
1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 

(10) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 

(11) Anggota Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan/Pejabal Pengadaan 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas: 

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; 

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat 
Pengadaan yang bersangkutan: 

d. memahami isi dokumen. metode dan prosedur Pengadaan; 

e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya 
sebagai anggola ULP/Pejabat Penqadaan; 

f memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi 
yang dipersyaratkan; dan 

g. menandatangani Pakta lntegritas. 

(10) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan 
meliputi: 

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa: 

b. menetapkan Dokumen Pengadaan: 

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran: 

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website 
Pemerintah Kota dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta 
menyampaikan ke LPSF.: untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan 
Nasional; 

e. menilai kualifikasi Pcnyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau 
pascakualifikasi; 

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran 
yang masuk; 

g. khusus untuk ULP/Panitia Pengadaan : 

1) menjawab sanggahan; 

2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling 
tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

b) Seleksi alau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah); 

3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
kepada PPK; 

4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
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h. khusus Pejabat Pengadaan: 

1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 

a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket 
Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 
dan/atau 

b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada 
PA/KPA; 

1. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Walikota 
dan/atau PA/KPA ; dan 

j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa kepada PA/KPA. 

(11) Sela in tug as pokok dan kewenangan ULP/Panitia Penqadaan/Pejabat 
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan dapat 
mengusulkan kepada PPK: 

a. perubahan HPS; dan/atau 

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. 

(12) Anggota U LP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai 
negeri. baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. 

(13) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Panitia Pengadaan 
/Pejabat Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selarn SKPD 
atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan 
pegawai negeri. 

(14) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan 
keahlian khusus, ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat 
menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. 

(15) Anggota ULP/Panitia Pengadaan dilarang duduk sebagai: 

a. PPK; 

b. pengelola keuangan antara lain PA/KPA, PPK-SKPD dan Bendahara ; 

c. PNS pada lnspektorat, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota 
ULP/Panitia Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan 
instansinya 

Pasal 11 

(1) PA/KPA menetapkan Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(2) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan untuk pengadaan barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 dan 
pekerjaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00. 

(3) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai 
negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia /Pejabat Penerima 
Hasil Pekerjaan pada lnstitusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok 
Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri 

(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan scbagai 
berikut: 
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a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan 
tu gas; 

b. memahami isi Kontrak; 

c. memiliki kualifikasi teknis; 

d. menandatangani Pakta lntegritas; dan 

e. tidak menjabat sebagai pengelola kcuangan antara lain PA/KPA, PPK-SKPD 
dan Bendahara ; 

(6) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pckerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: 

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 

mclalui setelah Barang/Jasa b. menerima hasil Pengadaan 
pemeriksaan/pengujian; dan 

c. membuat dan menandatangani Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 

(7) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, 
dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan. 

(8) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh PA/KPA. 

(9) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan 
Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan. 

Pasal 12 

(1) Penyimpan dan pengurus Ba rang sebagai pelaksana fungsi pengelola barang pad a 
SKPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); 

b. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pengurusan barang yang dibuktikan 
dengan sertifikat kursus atau pelatihan terkait dengan pengelolaan barang 
daerah; 

c. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas. 

(2) Tug as Penyimpan Ba rang sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ). adalah sebagai 
berikut: 

a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah ; 

b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima ; 

c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen 
pengadaan; 

d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang ; 

e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan ; dan 

f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik 
daerah kepada Kepala SKPD. 

(3) Tugas Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). adalah sebagai 
berikut: 

a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD 
yang berasal dari APBO maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu 
lnventaris Barang (KIB), Kartu lnventaris Ruangan (KIR). Buku lnventaris (Bl) 
dan Buku lnduk lnventaris (Bll), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang 
milik daerah ; 
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b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam 
kartu pemeliharaan ; 

c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan 
Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan lnventarisasi 5 (lima) tahunan 
yang berada di SKPD kepada pengelola ; dan 

d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak 
dipergunakan lagi 

(3) Penyimpan dan pengurus barang tidak diperbolehkan merangkap sebagai personil 
pengelola kegiatan yang lain kecuali ada pertimbangan lain. 

BAB Ill 

PENGENDALIAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 

Bagian Pertama 

Perencanaan Pembiayaan Kegiatan 

Pasal 13 

(1) Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD direncanakan dengan menggunakan 
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran 
terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 

(2) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. 

(3) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan 
anggaran untuk kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari 
tahun anggaran yang direncanakan. 

(4) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan 
dokumen rencana kerja dan anggaran. 

(5) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan 
dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang 
diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 

Pasal 14 

(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, 
analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. 

(2) lndikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan 
yang akan dicapai dari Program dan kegiatan yang direncanakan. 

(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi 
kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan dari setiap Pembangunan dan kegiatan. 

(4) Analisis standar belanja atau HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan. 

(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga 
satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota 

(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok 
ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang 
merupakan urusan wajib daerah. 
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(7) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pencapaian hasil 
Program dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 
membandingkan keluaran dengan hasil. 

(8) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pencapaian keluaran 
yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah 
untuk mencapai keluaran tertentu. 

Pasal 15 

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPO berdasarkan pendekatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan 
RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 2 (dua) tahun 
anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai Program dan 
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun 
sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang 
direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. 

(3) Dalam hal suatu Program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian 
prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun 
yang direncanakan. 

Pasal 16 

Anggaran terhadap kegiatan diambilkan dari kode rekening yang sesuai sebagaimana 
tercantum dalam OPA-SKPD. 

Bagian Kedua 

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 

Pasal 17 

(1) SKPD menyusun rencana anggaran kegiatan pada anggaran belanja langsung, 
untuk melaksanakan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya, 

(2) PA/KPA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 
kebutuhan pada SKPD masing-masing. 

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut: 

a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD; 

b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

c. menetapkan kebijakan umum tentang: 

1) pemaketan pekerjaan; 

2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan 

3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: 

a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; 

b. waktu pelaksanaan yang diporlukan; 

c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 

d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 
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(5) Dalam menyusun suatu kegiatan SKPD yang dituangkan dalam RKA-SKPD, SKPD 
harus menganggarkan semua biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut, antara 
lain honorarium penanggung jawab dan pengelola keuangan, belanja barang/jasa, 
biaya administrasi kegiatan dan biaya-biaya lain yang diperlukan. 

(6) Dalam menyusun anggaran untuk kegiatan belanja modal, SKPD harus 
menganggarkan biaya belanja modal tersebut dan semua biaya untuk 
pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa (pelelangan), yang meliputi: 

a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, 
tim pendukung dan staf kegiatan; 

b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman 
ulang; 

c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 

d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

Pasal 18 

(1) Dalam menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD, SKPD harus berpedoman pada 
Standart Harga Satuan Barang, Standart Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) didalamnya 
memuat tentang standart honorarium pengelola kegiatan dan tim-tim yang terkait 
dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa .. 

(3) Honorarium pengelola kegiatan dapat diberikan berdasarkan keputusan pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dalam pelaksanaan 
kegiatan, yang diberikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam HSPK 
maupun peraturan perundang-undangan lainnya ; 

(4) Honorarium PPTK dan atau PPK dapat diberikan untuk setiap rekening kegiatan, 
dengan ketentuan jumlah total kumulatif tidak melebihi ketentuan standart Biaya 
Umum dalam HSPK. 

(5) PPK-SKPD, 8endahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Panitia/Pejabat 
Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan dapat ditunjuk sebagai 
anggota Tim Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan swakelola ; 

(6) Dalam hal terdapat perangkapan jabatan PPK, PPTK, dan Tim pendukung lainnya 
pada satu paket pekerjaan yang sama, maka kepadanya hanya diberikan satu 
honorarium yang paling menguntungkan. 

(7) Besaran Biaya Umum dalam rangka penganggaran belanja modal, ditetapkan 
setinggi-tingginya sebagai berikut : 

a. Biaya perencanaan teknis digunakan antara lain untuk membuat dokumen 
perencanaan teknis, dengan ketentuan : 

1) untuk kegiatan dengan nilai sampai Rp. 100.000.000,00 setinggi-tingginya 
sebesar 5% dari pagu anggaran ; 

2) untuk kegiatan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000,00 setinggi-tingginya sebesar 4% dari pagu anggaran 

3) untuk kegiatan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 setinggi-tingginya 
sebesar 3% dari pagu anggaran, 

b. Biaya pengawasan digunakan antara lain untuk biaya konsultan pengawas, 
dengan ketentuan : 

1) untuk kegiatan dengan nilai sampai Rp. 100.000.000,00 setinggi-tingginya 
sebesar 4% dari pagu anggaran ; 

2) untuk kegiatan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp 
1.000.000.000,00 setinggi-tingginya sebesar 3% dari pagu anggaran 
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3) untuk kegiatan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000.00 setinggi-tingginya 
sebesar 2% dari pagu anggaran. 

c. Biaya administrasi kegiatan digunakan untuk honorarium personil organisasi 
Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf kegiatan, 
biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman 
ulang, biaya penggandaan Ookumen Pengadaan Barang/Jasa; dan biaya 
lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. dengan kelentuan : 

1) untuk kegiatan dengan nilai sampai Rp 100.000.000,00 setinqqi-tmqqinya 
sebesar 5% dari pagu anggaran ; 

2) untuk kegiatan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan 
Rp. 1.000.000.000,00 setinggi-tingginya sebesar 4% dari pagu anggaran: 

3) untuk kegiatan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 setinggi-tingginya 
sebesar 3% dari pagu anggaran 

Pasal 19 

Dalam hal SKPD melaksanakan kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan 
fungsi utama SKPD, maka wajib melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait 
untuk mendapatkan pertimbangan berkenaan dengan dokumen perencanaan dan 
pertimbangan teknis lainnya, dalam rangka pembinaan teknis dengan tujuan agar 
sumber daya manusia. biaya, peralatan dan manajemen yang tersedia dapat digunakan 
secara efektif dan efisien. 

Pasal 20 

Dalam hal terjadi pergeseran dalam pelaksanaan anggaran yang telah dituangkan 
dalam DPA-SKPD, maka harus memenuhi ketentuan : 

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar 
jenis belanja, serta pergeseran antar obyek dalam jenis belanja dan antar rincian 
obyek belanja dalam obyek belanja, diformulasikan dalam DPPA-SKPD; 

(2) Pegeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan. dilakukan 
atas persetujuan PPKD; 

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja bekenaan dilakukan atas 
persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 

(4) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan antar 
obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan. dilakukan dengan cara mengubah 
Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk 
selanjutnya ditampung dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
ABPD; 

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, 
dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tenlang APBD ; 

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan atau 
pengurangan akibat pergeseran-pergeseran belanja, harus dijelaskan dalam kolom 
keterangan Peraturan Walikota tentang penjabaran Perubahan APBD ; 

(7) Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). dapat dilakukan 
dengan ketentuan: 

a. Hanya dapat dilakukan antar rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja 
yang sarna : 

b. Dilakukan dengan mengajukan surat yang disertai penjelasan revisi kepada 
PPKD (dalam hal ini Kepala DPPKA): 

c. Harus mendapatkan persetujuan dari PPKD ; 

d. Revisi DPA-SKPD harus dituangkan dalam Perubahan APBD dan orrA-SKPD ; 
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(8) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan 
anggaran tahun anggaran sebelumnya, yang pengganggarannya dipergunakan 
untuk: 

a. Membayar bunga dan pokok hutang dan atau obligasi daerah yang melampaui 
anggaran yang tersedia mendahului Perubahan APBD ; 

b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang ; 

c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah ; 

d. Mendanai kegiatan lanjutan ; 

e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kreteria harus diselesaikan sampai 
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan ; 

f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target keluarannya ditingkatkan dari 
yang telah ditetapkan semual dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan, yang 
dapat diselesaikan sampai dengan batas akahir penyelesaian pembayaran tahun 
anggaran berjalan ; 

g. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai 
pengeluaran anggaran huruf a, b, c, e dan f, tersebut diatas, diformulasikan 
terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD ; 

h. Untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin dilaksanakan 
sebelum tahun anggaran berakhir agar dihindari penganggarannya dalam 
perubahan APBD dan diprogramkan serta dianggarakan dalam tahun anggaran 
berikutnya ; 

Pasal21 

Bagian Administrasi Pembangunan selaku anggota Tim Anggaran Pemerintah Kata 
dapat meneliti dan merasionalkan usulan kegiatan masing-masing SKPD terhadap 
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu 
kegiatan berdasarkan Analisis Standar Belanja. 

Bagian Ketiga 

Penyusunan Dokumen dan Jadwal 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal 22 

(1) Berdasarkan DPA dan Lembar Kerja, PA/KPA menyusun Kerangka Acuan Kerja 
(KAK) Kegiatan yang akan dijadikan petunjuk operasional dalam menjalankan tugas 
dantanggungjawabnya. 

(2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditandatangani oleh P/\/KPA, paling sedrkit 
berisi: 

a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan 
tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlahtenaga yang 
diperlukan; 

b. waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut 
mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampaidcngan 

penyerahan barang/jasa; 

c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 

d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus 
dibebankan pada kegiatan tersebut. 

(3) Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) . PA/KPA mengumumkan rencana 
umum Pengadaan Barang/Jasa dari masing-masing SKPD secara terbuka 
kepada masyarakat luas melalui website Pemerintah Kota Mojokerto; 
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(4) Pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa, sebagaimana dimaksud ayat 
(3) sekurang-kurangnya berisi: 

a. nama dan alamat PA; 

b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; 

c. lokasi pekerjaan; dan 

d. perkiraan nilai pekerjaan. 

Pasal 23 

(1) Jadwal Kegiatan ditetapkan di awal tahun anggaran sebagai bagian dari KAK dan 
dijadikan acuan untuk pelaksanaan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 

(2) PPK menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk pembiayaan pekerjaan 
disesuaikan dengan hasil perencanaan yang ada. 

Bagian Keempat 

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD 

Paragraf Pertama 

Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan 

Pasal24 

(1) Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan. 
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud meliputi pengendalian terhadap 

a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan 

b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

(3) Walikota melimpahkan kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk keseluruhan 
perencanaan pembangunan daerah 

(4) Walikota melimpahkan kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan yang menjadi tugas 
pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

Pasal 25 

(1) Dal am rangka efektifitas proses pengendalian pelaksanaan pekerjaan pad a 
belanja langsung yang menggunakan sumber dana APBD, maka PPK dan PPTK 
berkewajiban menyiapkan data-data yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan 
termasuk jadwal pelaksanaan pekerjaan, rencana kemajuan pelaksanaan pekerjaan 
dan pendataan kemajuan pelaksanaan pekerjaan. 

(2) PPK dan PPTK bcrkewajiban menyiapkan data-data yang diperlukan terkait 
pelaksanaan kegiatan scperti pembuatan kontrak dari paket pekerjaan yang dilelang 
maupun secara penunjukan langsung. 

(3) Penyedia barang/jasa berkewajiban mengisi data-data yang diperlukan lerkait 
pelaksanaan pekerjaan diantaranya pengisian kemajuan fisik pekerjaan 

(4) PPK dan PPTK berkewajiban melengkapi data-data kernajuan pelaksanaan 
pekerjaan di lingkup kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

(5) Penyedia barang/jasa berkewajiban untuk membuat laporan harian (daily report) 
dan kewajiban lainnya yang diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau 
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) maupun ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Paragraf Kedua 

Dokumen Pengendalian 

Pasal 26 

Guna acuan pelaksanaan dan terjaminnya kualitas pekerjaan sebagaimana 
diperjanjikan dalam kontrak yang ada, PPK menyiapkan dokumen pengendalian yang 
meliputi: 

a. Lampiran kontrak yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai spesifikasi 
teknis/bestek untuk pekerjaan pemborongan/konstruksi atau pemasokan barang 
dan/atau KAK untuk paket pekerjaan non fisik/konsultan; 

b. Soft drawing hasil pengecekan bersama (mutual check), bila diperlukan untuk 
pekerjaan pemborongan/konstruksi; 

c. berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan untuk pekerjaan 
pemborongan/konstruksi; 

d. laporan kemajuan fisik pekcrjaan. 

Paragraf ketiga 

Pengendalian Administrasi Kegiatan 

Pasal27 

(1) Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan 
evaluasi serta pelaporan, meliputi : 

a. Pengendalian dan pembinaan administrasi kegiatan maupun pelaksanaan 
kegiatan; 

b. Pengendalian teknis operasional pelaksanaan atas mata anggaran dari masing- 
masing kegiatan; 

c. Pengendalian teknis operasional pelaksanaan rnasmq-rnasinq kegiatan. 

(2) Penqendalian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan terhadap anggaran 
belanja langsung, dengan tujuan : 

a. Mengamati dan mengawasi secara terus-menerus terhadap dayaguna dan 
hasilguna keseluruhan pelaksanaan kegiatan; 

b. Mengamati penggunaan sumber dana dan daya oleh seluruh kegiatan 
pembangunan agar sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan; 

c. Mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target, tolok ukur, biaya 
dan jadwal yang direncanakan. 

(3) Pengendalian sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) dilakukan dengan cara : 

a. Mengumpulkan bahan berupa laporan periodik; 

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring 
dan evaluasi; 

c. Mengamati perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan menguji kebenaran 
laporan yang telah disampaikan, dengan melakukan kunjungan/peninjauan 
lapangan secara periodik maupun sewaktu-waktu; 

d. Melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi atas laporan dan hasil 
kunjungan/ peninjauan lapangan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan/kegiatan yang ditetapkan; 

Pasal 28 

Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) didasarkan atas 
analisa keuangan daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Oaerah, dan 
digunakan sebagai bahan kajian untuk : 
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a. Penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah; 

b. Penyusunan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya maupun rencana 
Perubahan APBD tahun anggaran berjalan. 

Pasal 29 

(1) Pengendalian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan merupakan 
monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator sasaran Pembangunan 
sesuai dengan RPJMD. 

(2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan serta Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan monitoring dan evaluasi 
laporan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas PA atau KPA. 

(3) Pengendalian oleh PA atau KPA merupakan monitoring dan evaluasi laporan 
operasional dan administrasi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan tugas PPK 
dan PPTK. 

Paragraf keempat 

Prosedur Pengendalian Teknis dan Kualitas Hasil Kegiatan 

Pasal 30 

(1) Dalam rangka menjaga kualitas hasil pekerjaan/kegiatan, maka dalam perencanaan. 
pelaksanaan dan pengawasan di bidang konstruksi harus mengacu pada standar 
teknis barang/jasa publik. 

(2) Standar teknis barang/jasa publik sebagaimana ayat (1) terdiri dari : 

a. Standar Teknis Geologi Teknik; 

b. Standar Teknis Bangunan Gedung; 

c. Standar Teknis Konstruksi Jalan; 

d. Standar Teknis Saluran dan Fasilitas lain. 

(3) Ketentuan mengenai standar teknis sebagaimana pada ayat (1) diatur tersendiri 
dengan Peraturan Walikota. 

Paragraf kelima 

Evaluasi 

Pasal 31 

(1) Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) meliputi : 

a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan 

b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

(3) Walikota melimpahkan kewenangan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto untuk keseluruhan 
perencanaan pembangunan daerah 

(4) Walikota berwenang melimpahkan kewenangan evaluasi scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Kepala SKPO untuk capaian kinerja pclaksanaan program 
dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. 

(5) Evaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kata Mojokerto, meliputi: 

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses 
pembangunan daerah dan pelaksanaan 
daerah; dan 

perumusan dokumen rencana 
program/kegiatan pembangunan 
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b. Menghimpun. menganalisa dan menyusun hasil evaluasi kepala SKPD dalam 
rangka pencapaian rencana pembangunan 

(6) Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan 
bulanan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kola Mojokerto, yang yang 
meliputi: 

a. masukan, keluaran, dan hasil 

b. Kendala dan langkah tindak lanjut yang diperlukan 

(7) Kepala SKPD wajib menyerahkan hasil evaluasi kepada Badan Perencanaan 
Pembangunan Kota Mojokerto dalam bentuk laporan akhir paling lambat 2 (dua) 
bulan setelah berakhirnya anggaran yang bersangkutan. 

(8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan bagi 
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode selanjutnya. 

BAB IV 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Bagian Pertama 

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 

Paragraf Pertama 

Prinsip Umum Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 32 

(1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus 
mematuhi etika, sebagai berikut : 

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai 
sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; 

b. bekcrja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan 
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus 
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan 
Barang/Jasa; 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; 

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan 
sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; 

e. menghindari dan mcncegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak 
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses 
Pengadaan Barang/Jasa; 

f. menghindari dan mencegah .terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan 
negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi 
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan 

h. tidak menerima. tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi 
atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau 
kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

(2) lnspektorat dapat melakukan pemeriksaan kepada jajaran Pegawai Negen Sipil 
yang tidak memenuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). 
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Paragraf Kedua 

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 33 

(1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia 
Barang/Jasa terdiri atas: 

a. PA/KPA; 

b. PPK; 

c. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan; dan 

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(2) Orga_nisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri 
atas: 

a. PA/KPA; 

b. PPK; dan 

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

(3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. Tim Pendukung antara lain PPTK. direksi (pengawas) 
lapangan. konsultan pengawas, Tim Pelaksana Swakelola dan lain-lain 

(4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri 
atas: 

a. kepala; 

b. sekretariat; 

c. staf pendukung; dan 

d. kelompok kerja. 

Paragraf Ketiga 

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 34 

(1) PA/KPA menyusun Rencana Um um Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan 
kebutuhan SKPD masing-masing. 

(2) Rencana Urn um Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
meliputi: 

a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh SKPD 
sendiri; dan/atau 

b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai 
berdasarkan kerja sama antar SKPD secara pembiayaan bersama (co- 
financing), sepanjang diperlukan. 

(3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut: 

a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD; 

b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ; 

c. menetapkan kebijakan umum tentang: 

1) pemaketan pekerjaan; 

2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan 

3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; 

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). 
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(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: 

a. kegiatan yang akan dilaksanakan; 

b. waktu pelaksanaan yang diperlukan; 

c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 

d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 

(5) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD untuk Tahun 
Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus 
diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan. 

Pasal 35 

(1) PA mengumumkan Rencana Um um Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing 
SKPD secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan 
anggaran SKPO disetujui oleh DPRD 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ), paling kurang berisi: 

a. nama dan alamat Pengguna Anggaran; 
b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; 

c. lokasi peke�aan; dan 

d. perkiraan besaran biaya. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dilakukan dalam website 
Pemerintah Kota Mojokerto dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat 
serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 

(4) SKPO dapat rnengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran bcrikutnya/yang 
akan datang. 

Paragraf Keempat 

Persiapan Pengadaan 

Pasal 36 

Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan 

a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

b. pemilihan sistem pengadaan; 

c. penetapan metode penilaian kualifikasi; 

d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan 

f. penetapan HPS. 

Pasal 37 

(1) Penetapan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, 
dilakukan dengan cara : 
a. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 

1) Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Um urn dan Pelelangan 
Sederhana; 

2) Penunjukan Langsung; 

3) Pengadaan Langsung; atau 

4) Kontes/Sayembara. 
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b. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan: 
1) Pelelangan Urn um; 

2) Pelelangan Terbatas; 

3) Pemilihan Langsung; 

4) Penunjukan Langsung; atau 

5) Pengadaan Langsung. 

c. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
Lainnya yang merupakan hasil lndustri Kreatif, inovatif dan budaya dalam 
negeri. 

(2) Penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi, dilakukan dengan cara : 

a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana; 

b. Penunjukan Langsung; 

c. Pengadaan Langsung; atau 

d. Sayembara. 

(3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan 
biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara 
teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

Bagian Kedua 

Pengadaan yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa 

Paragraf Pertama 

Persyaratan Penyedia Barang/Jasa 

Pasal 38 

(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Ba rang/ Jasa wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

menjalankan untuk a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 
kegiatan/usaha; 

b. memiliki keahlian. pengalaman, kemampuan teknis dan rnanajerial untuk 
menyediakan Barang/Jasa; 

c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia 
Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik 
dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak: 

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan baqi 
Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 

e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang 
diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa; 

f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, 
Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama 
operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan 
yang mewakili kemitraan tersebut; 

g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, 
Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan 
yang sesuai untuk usaha non-kecil; 

h. memiliki Kemampuan Dasar (KO) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk 
Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; 

i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus 
memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: 
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J- tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak 
sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama 
perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan 
dengan surat pernyataan yangditandatangani Penycdia Barang/Jasa; 

k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 
telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir {SPT Tahunan) serta 
memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 {bila ada transaksi), 
PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN {bagi Pengusaha Kena Pajak) paling 
kurang 3 {tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. 

I. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; 

rn. tidak masuk dalam Daftar Hitam; 

n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa 
pengiriman; dan 

o. menandatangani Pakta lntegritas. 

{2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf 
h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan. 

{3) Pegawai SKPD dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan 
mengambil cuti diluar tanggungan SKPD. 

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan 
kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa. 

Paragraf Kedua 

Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 

Pasal 39 

(1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan 
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia 

Barang/Jasa. 

(2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau 
pascakualifikasi. 

{3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum 
pemasukan penawaran. 

(4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: 

a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; 

b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Larnnya yang 
bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau 

c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk 

penanganan darurat. 

(5) Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan 
darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Ookumen Penawaran_ 

(6) Proses prakualifikasi menghasilkan: 
a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 

b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi. 

(7) Dalam proses prakualifikasi, ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan 
segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari 
kerja setelah diterima. 

(8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah 
pemasukan penawaran. 
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(9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: 

a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk 
Pekerjaan Kompleks; 

b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan 

c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan. 
(10) ULP/Panitia Pengadaan /Pejabat Pengadaan dilarang menambah 

persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah 
ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201 O. 

(11) ULP/Panitia Pengadaan /Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses 
kualifikasi dengan ketentuan: 

a. meminta PenyediaBarang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan 

b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap 
pembuktian kualifikasi. 

(12) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode: 

a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa 
Lainnya; 

b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi. 

Paragraf Ketiga 

Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan 

Pasal 40 

(1) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan: 
a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan 

melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat; 

c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia 
Barang/Jasa yang ada; dan 

d. memperhatikan ketentuantentang pemaketan. 

(2) PA/KPA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum 
Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran SKPD ; 

(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha 
untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan 
prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan 
teknis. 

(4) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang: 

a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang lersebar di 
beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat 
efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing- 
masing; 

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis 
pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya 
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; 

c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud 
menghindari pelelangan; dan/atau 

d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang 
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. 
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Paragraf Keempat 

Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

Pasal 41 

(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada rinsipnya 
dilakukan melalui metode Pelelangan Urnurn dengan pascakualifikasi. 

(2) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah 
penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia pekerjaan Konstruksi 
dilakukan dengan Pelelanqan Terbatas. 

(3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode 
Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website Pemerintah Kota, dan 
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal pengadaan 
Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang 
berminat dan mernenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 

(4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga. 

(1) Pengadaan pekerjaan 
Rp200.000.000,00 (dua 

Pasal 42 

yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi 
ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan: 

a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau 

b. Pemilihan Lang sung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 

(2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses 
pascakualifikasi. 

(3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang- 
kurangnya di websito Pemerintah Kota dan papan pengumuman 
resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 
sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi 
kualifikasi dapat mengikutinya. 

(4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis 
dan harga. 

Pasal43 

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal: 

a. keadaan tertentu; dan/atau 

b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konslruksi khusus/ Jasa Lainnya yang 
bersifat khusus. 

(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan 
pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. 

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga 
sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan hargapasar yang berlaku dan 

secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan 
Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan 
waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk : 

Penunjukan 
Lainnya 


